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ABSTRAK

Fajar Khairul Umam, 2025. Analisis Yuridis Kompetensi Absolut
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Menangani Perkara Nomor:
757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A

Putusan  Pengadilan ~ Negeri  Jakarta  Pusat  nomor:
757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst, yang mengabulkan gugatan Partai Prima
terhadap KPU menuai kontroversi karena dianggap melebihi
kewenangannya dan inkonstitusional. Hal ini berkaitan dengan
kompetensi absolut mengadili perkara pemilu antara KPU dan Partai
Prima dan perintah terhadap penundaan pemilu 2024. Dibalik putusan
tersebut di buat pasti ada dasar hukum dan lahirnya putusan tersebut
pasti membawa implikasi atau akibat hukum. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam
Putusan nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst dan bagaimana akibat
hukum atas lahirnya putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif
atau disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan
Peraturan Perundang undangan, konseptual dan pendekatan Kasus,
Teknik analisis data yang digunakan analisis kualitatif (Analisis
Deskriptif), yaitu mengumpulkan data sesuai dengan yang sebenarnya,
kemudian di sususn, diolah dan dianalisis untuk mendapatkan
gambaran permasalah, menyimpulkan data, memilah-milah data dalam
satuan kosep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu dari data
yang muncul. Disampaikan dengan kesimpulan yang spesifik atau
konkret.

Hasil penelitian ini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst merupakan produk hukum
yang cacat hukum dan tergolong keputusan yang tidak dapat dieksekusi
karena lembaga yang menyelesaikan Perkara tersebut bukan lembaga
yang berwenang yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Perintah
Penundaan Pemilihan Umum vyang dilakukan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat merupakan pelampauan Keweanangan dimana
seharusnya dan sebenarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perundang-Undangan merupakan Kewenangan dari Lembaga Komisi
Pemilihan Umum. Pelampauan dan Ketidaktepatan ini membawa
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produk hukum Putusan Perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst
banyak memberi implikasi atau akibat hukum diantaranya: tidak
terpenuhinya kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan ketepatan
hukum.

Kata Kunci: Kompetensi Absolut, Pengadilan Negeri, Penundaan
Pemilu, Komisi Pemilihan Umum.
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ABSTRACT

Fajar Khairul Umam, 2025. Legal Analysis of the Absolute Competence
of the Central Jakarta District Court in Handling Case Number:
757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst. Thesis, State Administrative Law Study
Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic
University of Pekalongan, Advisor Yunas Derta Luluardi, M.A.

The decision of the Central Jakarta District Court number:
757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst, which granted the Prima Party's lawsuit
against the KPU, has sparked controversy because it was considered to
have exceeded its authority and was unconstitutional. This is related to
the absolute competence to try the election case between the KPU and
the Prima Party and the order to postpone the 2024 election. Behind
the decision, there must be a legal basis and the birth of the decision
must have legal implications or consequences. This study aims to
determine how the judge considered the law in Decision number:
757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst and what the legal consequences are of the
birth of the decision.

This study uses a normative legal research method or also called
doctrinal legal research with a Legislation approach, a conceptual
approach and a Case approach. The data analysis technique used is
qualitative analysis (Descriptive Analysis), namely collecting data
according to the actual situation, then compiling, processing and
analyzing it to obtain a picture of the problem, concluding data, sorting
data into certain conceptual units, certain categories, and certain
themes from the data that appears. Delivered with a conclusion that is
specific or concrete.

The results of this study are that the Decision of the Central
Jakarta District Court Number: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst is a legally
flawed legal product and is classified as a decision that cannot be
executed because the institution that resolved the case is not an
authorized institution, namely the State Administrative Court, and the
Order to Postpone the General Election carried out by the Central
Jakarta District Court is an excess of Authority where it should and
actually as regulated in the Laws and Regulations is the Authority of
the General Election Commission. This excess and inaccuracy bring
about the legal product of the Decision of Case Number:
757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst which has many legal implications or



consequences, including: failure to fulfill legal certainty, justice,
usefulness and legal accuracy.

Keywords: Absolute Competence of District Courts, Postponement of
2024 Elections, General Election Commission.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri merupakan bagian dari pengadilan umum,
sebagai institusi negara yang resmi sah diberi kewenangan dalam
memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap
sengketa yang diajukan. Kewenangan pengadilan pada umumnya
di bagi menjadi 2, kewenangan absolut (kewenangan suatu
peradilan untuk mengadili perkara tertentu dan secara mutlak tiidak
dapat diperiksa oleh badan pengadilan lainnya) dan kewenangan
relatif. Adapun kewenangan absolut pengadilan negeri,
sebagaimana dijelaskan dalam UU Peradilan Umum pasal 50, yaitu
“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata
di tingkat pertama”.! Permasalah tiap-tiap lingkungan peradilan
menjadi sebegitu urgen dikarenakan bila suatu perkara diadili di
pengadilan tertentu sementara objectum litis-nya bukan menjadi
kewenangan pengadilan tersebut, maka putusan terhadapnya batal
demi hukum atau setidak-tidaknya bisa di batalkan.

Dasar pertimbangan dan Kewenangan yang diberikan kepada
Hakim dalam mengadili Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim
Mahkamah Agung dalam mengambil suatu kebijaksanaan dalam
memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menentukan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali,
mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup di dalam masyarakat”. > Sebagaimana yang tertera dalam
Pasal 1 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

! Asnawi Natsir M, Hukum Acara Perdata — Teori, Praktik, Dan
Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama (Yogyakarta: Uii
Press, 2019), 51-55.

2 Zaenal Abdi, Syamsuddin Radjab, Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi
Terhadap Kasus Baig Nuril Maknun, Alauddin Law Development Journal (Aldev)
Volume 3 Nomor 1 Maret 2021, 200.



menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dan
juga memiliki lembaga yang bertugas memberikan kekuasaan
kepada Hakim yakni Mahkama Agung. Sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 1 ayat (2), Mahkamah Agung adalah pelaku
Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan Pasal 1 ayat
(3), Mahkama Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun
1945.°

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi
dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan
peradilan, dalam lingkungan Peradilan Umum , Lingkungan
Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara.* Peradilan Umum sebagaimana
dimaksud pada pasal 25 ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan. Peradilan Agama sebagaimana
dimaksud pada 25 ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili,
memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang
beragama Islam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan. Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada pasal 25
ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
tindak Pidana Militer sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan. Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud pada pasal 25 ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili,
memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.’ Dari uraian

% Zaenal Abdi, Syamsuddin Radjab, Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi
Terhadap Kasus Baig Nuril Maknun, Alauddin Law Development Journal (Aldev)
Volume 3 Nomor 1 Maret 2021, 204.

* Pasal 20, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

® Pasal 25, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.
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penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari Kekuasaan
Kehakiman Mahkamah Agung memiliki kewenangannya masing-
masing dari 4 Badan Peradilan tersebut. Begitupun kewenangan
Mahkamah Konstitusi.

Terdapat putusan hakim pengadilan umum, yaitu Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat yang dalam putusannya nomor
757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst. mengundang banyak pro kontra.
Putusan tersebut hakim Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili,
dan memutuskan perkara melawan hukum antara Partai Rakyat
Adil Makmur (Prima) Melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU),
diakibatkan putusan KPU tidak lolosnya Partai Prima sebagai
peserta pemilu tahun 2024. Sejumlah pihak menyebutkan bahwa
putusan tersebut melampaui kewenangan Pengadilan Negeri itu
sendiri. Ada pula yang mengataan bahwa putusan tersebut
melampaui kewenangan Pengadilan Negeri itu sendiri. Ada pula
yang mengatakan bahwa putusan tersebut cacat hukum. Putusan
tersebut terdapat putusan yang berisi penundaan pemilu. Jika
dipahami perkara tersebut bukan merupakan perkara yang menjadi
kewenangan dari badan Peradilan Umum, melainkan merupakan
kewenangan dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal
tersebut Jelas ditegaskan dalam, ruang lingkup Kompetensi absolut
Pengadilan TUN yang diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51
tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

” Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul
dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan
Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara,
baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku”.Dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kewenangan
Peradilan Tata Usaha Negara menjadi diperluas dengan
diberikannya kewenangan baru kepada Pengadilan Tinggi Tata



Usaha Negara, yaitu untuk menyelesaikan sengketa tata usaha
negara pemilu.
Adapun riwayat atau awal mula lahirnya Putusan PN Jakarta
Pusat tersebut diantaranya:
1. Pengajuan Gugatan kepada Bawaslu
Penggugat, sebagai calon peserta Pemilu, mengajukan
gugatan terhadap Tergugat, yang dalam hal ini adalah KPU,
terkait dengan proses verifikasi administrasi partai politik calon
peserta Pemilu. Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan
Tergugat yang menerbitkan Berita Acara KPU Nomor:
232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi
Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum
tanggal 13 Oktober 2022, yang menyebabkan Penggugat tidak
dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
2. Putusan Bawaslu
Bawaslu memutuskan perkara ini pada tanggal 4
November 2022 dengan amar putusan yang membatalkan Berita
Acara KPU tersebut dan memerintahkan Tergugat untuk
memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan
penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam.
3. Tindak Lanjut Terhadap Putusan Bawaslu
Baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan menerima
Putusan Penyelesaian dari Bawaslu Nomor
002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022
tersebut, yang mana dapat dibuktikan dari tidak adanya
penyampaian keberatan atas Putusan Bawaslu tersebut. Namun,
KPU tidak melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Putusan
Bawaslu, sehingga Partai PRIMA melanjutkan keberatan
dengan mengajukan gugatan ke ranah PTUN.
4. Pengajuan Gugatan di PTUN Jakarta
Tergugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha
Negara  Jakarta dengan  nomor  register  perkara:
425/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 30 November 2022. Objek
sengketa dalam gugatan ini adalah Berita Acara Nomor:
232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi
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Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum.
PTUN kemudian. Pada proses ini, Majelis Hakim memutuskan
bahwa menyatakan gugatan penggugat tidak diterima karena
objek sengketa bukan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha
Negara (selanjutnya disebut sebagai KTUN).
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Tergugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dengan nomor register perkara
757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Objek sengketa dalam putusan ini
adalah terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang
dilakukan oleh KPU karena tidak melaksanakan kewajibannya
untuk menaati Putusan Penyelesaian dari Bawaslu Rl Nomor
002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, yakni untuk memberikan
waktu lebih dan melakukan verifikasi administrasi ulang
terhadap data-data verifikasi 20 yang diberikan oleh Partai
PRIMA dalam mengikuti Pemilu 2024. Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan perkara ini pada
hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023. Dalam putusannya, Majelis
Hakim menyatakan menerima gugatan Penggugat sebagai pihak
yang telah dirugikan oleh Tergugat atas dasar Perbuatan
Melawan Hukum . Hakim juga menghukum Tergugat, dalam
hal ini KPU, untuk memberikan ganti rugi materiil sebesar
Rp500,000,000 (Lima ratus juta Rupiah), menghukum untuk
tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan
diucapkan serta melaksanakan Pemilu dari awal selama kurang
lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 hari®

Sengketa Tata Usaha Negara pemilu ini merupakan jenis
sengketa baru yang sebelumnya belum pernah diatur dalam
undang-undang pemilu sebelumnya, baik Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2003 maupun Undang- Undang Nomor 10
Tahun 2008. Berdasarkan Pasal 268 ayat (1) UU Nomor 8

® Nicholas Timothy Uktolseja, Studi Kasus Terhadap Kewenangan Peradilan
Perdata Dalam Sengketa Partai Rakyat Adil Makmur Melawan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst,
Skripsi Program Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2024



Tahun 2012, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara
pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha
negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon
Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.”

Secara tegas dinyatakan dalam pasal 134 HIR/160 R.Bg,
bahwa “jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak
masuk wewenang pengadilan negeri, maka pada setiap waktu
dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim
menyatakan dirinya tidak berwenang dan hakim wajib pula
mengakuinya karena jabatannya”. Sehingga dapat dipahami
bahwa menilai objectum litis merupakan kewenangan absolut
suatu pengadilan adalah kewajiban hakim. Hakim wajib
menyatakan diri tidak berwenang bila nyata-nyata objectum litis
perkara tersebut bukan menjadi kewenangan pengadilan-nya,
melainkan menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan
peradilan lain. Alih-alih melanjutkan pemeriksaan pokok
perkara, hakim, wajib segera menjatuhkan putusan yang
menyatakan dirinya tidak berwenang.?

Namun dalam kasus ini, hakim PN Jakpus merasa
berhak memutus dengan dalih perbuatan melawan hukum
(PMH). Padahal PMH merupakan ranah privat. Sedangkan
soal sengketa verifikasi partai politik ini menjadi ranah publik
dan administrasi negara bahkan tata negara. Selain itu amar
putusan dari PN Jakpus banyak disorot lantaran memutus
menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan
Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan
melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama

" Herma Yanti, “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Dan Penyelesainnya
Oleh Peradilan Tata Usaha Negara”, Legalitas Edisi Juni 2014 Volume Vi Nomor 1,
80-81.

® Asnawi Natsir M, Hukum Acara Perdata — Teori, Praktik, Dan
Permasalahnnya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama (Yogyakarta: Uii Press,
2019), 53-54.
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lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari.
Poin putusan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal
22E UUD 1945 dan PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum mengatur pemilu di Indonesia. yang
menetapkan pelaksanaan pemilu digelar lima tahun sekali,
menegaskan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima
tahun sekali.’ Dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 14/PUU-X1/2013, yang mana menjelaskan
bahwa pemilihan umum serentak dilaksanakan pada tahun
2024.

Terlebih sebelum dikeluarkannya Putusan PN Jakarta
Pusat terdapat isu terlebih dahulu mengenai Penundaaan
Pemilu oleh Tokoh-tokoh Politik. Sehingga dengan adanya
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini menjadi lebih
memanas dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap Pemilu berkaitan dengan penundaan Pemilu 2024,
yang sudah beberapa kali menjadi perbincangan. Tentu
Implikasi sosial politiknya dapat melibatkan protes, kritik
terhadap keadilan, dan potensi ketidakstabilan politik. Oleh
karena itu, dampak hukum dari putusan tersebut dapat meresap
ke dalam dinamika sosial politik, mempengaruhi kepercayaan
masyarakat pada lembaga-lembaga demokratis, dan
menantang stabilitas politik secara keseluruhan. Keadaan ini
bisa menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap
pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia. Putusan
hakim PN Jakarta Pusat tersebut menyebabkan publik
berspekulasi bahwa ada rencana tertentu dari pihak-pihak
tertentu untuk menunda Pemilu 2024. Kondisi ini
menimbulkan kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat

Nurirvan Mulia Putra Ahmad, Utang Rosidin, Elan Jaelani, “Tinjauan Yuridis
Upaya Penundaan Pemilu 2024 Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia”
Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan Vol 5 No. 2 Juli 2023. 5.



mempengaruhi  tingkat  partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemilu.*

Dari pemaparan peristiwva hukum diatas, bisa dilihat
bahwa putusan 757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst menarik dan perlu
diteliti dan dilihat lebih lanjut, terlebih mengenai mengapa
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima dan
memutus gugatan tersebut apakah Hakim Pengadilan Negeri
berwenang untuk mengadili perkara tersebur dan memutus
penundan pejmilihan umum serta akibat hukum yang
ditimbulkan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, peneliti akan
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis
Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Dalam Menangani Perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn
Jkt.Pst”.

B. Rumusan Masalah

C.

1.

2.

Bagaimana Kewenangan Absolut Pengadilan Jakarta Pusat
Dalam Sengketa Nomor : 757/Pdt.G/2022/pn JKT. Pst?
Bagaimana Akibat Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn JKT. Pst?

Tujuan Penelitian

1.

Menganalisis Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat dalam memutus sengketa nomor : 757/pdt.G/2022/pn
JKT. Pst

. Menganalisis akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat nomor : 757/pdt.G/2022/pn JKT. Pst

9 1Jham Rahmatjati, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terkait Penundaan

Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Hukum Tata Negara (Studi putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Pst, Skripsi S1
Hukum Tata Negara Universitas islam Negeri prof. K.H. Saifuddin zuhri
Purwokerto 2024. 130.



D. Kegunaan Penelitian
1. Teoritis
Penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan
kajian lebih lanjut agar menghasilkan berbagai konsep ilmiah
untuk kepentingan studi ilmiah dan memberikan manfaat,
wawasan dan ilmu dalam bidang hukum tata negara terutama
terkait kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu
kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara
dalam memutus sengketa pemilihan umum. Serta diharapkan
dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran bagi penelitian
selanjutnya.
2. Praktis
Penelitian ini dapat menjadi saran dan masukan, berkaitan
dengan penerapan hukum, pertimbangan dalam menerima,
memeriksa, dan memutus perkara. sehingga dapat menghasilkan
putusan yang sesuai sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan dan mencapai keadilan bagi masyarakat.

E. Kerangka Teori
1. Teori Kewenangan

Kewenangan dalam kamus umum bahasa indonesia
diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan
untuk melakukan sesuatu. Kewenangan secara umum
merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau
kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas
di bidangnya masing-masing. Menurut kaplan “kewenangan
adalah kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan
perintah dan membuat peraturan - peraturan serta berhak
mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan’.
kewenangan menurut Budiardjo adalah kekuasaan yang
dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum
tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum,
dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak
melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk
melakukan tindakan tertentu.
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Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum
tidaklah sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya
menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat.
Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Kewenangan
adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki
seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku,
dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi
tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah
formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang
dimiliki oleh pejabata atau institusi. Secara yuridis kewenangan
merupakan kemampuan yang diberikan oleh Peraturan
Perundang-Undangan untuk melakukan perbuatan yang
menimbulkan akibat hukum.

Kewenangana dapat diperoleh dengan 3 cara, diantaranya:
a. Atribusi

Pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang
sendiri kepada suatu organ atau institusi. Yang mana
kewenangan ini bersifat melekat terhadap institusi tersebut.

b. Mandat

Kewenangan vyang diperoleh dari pelimpahan
wewenang dari atasan kepada bawahan. Kewenangan yang
dimaksud yaitu untuk membuat keputusan atas nama pejabat
yang memberi mandat.

c. Delegasi

Kewenangan yang diperoleh dari adanya penyerahan
atau pemindahan wewenang dari organ pemerintah kepada
orang lain. Sehingga tanggungjawab yang semula di emban
oleh pihak pemberi berpindah kepada penerima delegasi.**

2. Yuridiksi Kewenangan Peradilan

Konstitusi Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia (UUD 1945), sebagai manifestasi dari jiwa

11 Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, Neni Kumayas, “Kewenangan
Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan
Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”, Jurnal Jurusan llmu Pemerintahan
Volome 1 No. 1 Tahun 2018, 1.
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bangsa menurut perspektif teori keadilan bermartabat (the
dignified justice teory) berisi rumusan ketentuan hukum bahwa
Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
Kekuasaan Kehakiman yang bebas dan merdeka itu dilakukan
oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan
Mahkamah Konstitusi. Susunan dari Badan Peradilan Indonesia
sebagaimana tampak dalam asas diatas, dapat dilihat tercatat
dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. Dalam
pengaturan tersebut dikenal 4 lingkungan peradilan di
indonesia. Keempat lingkungan peradilan tersebut, diantaranya
Peradilan Umum (peradilan ini diatur dalam undang-undang
nomor 8 tahun 2004), Peradilan Agama (diatur dalam UU No 3
Tahun 2006), Peradilan Militer (diatur dalam UU No 31 Tahun
1997), Peradilan Tata Usaha Negara (yang diatur dalam UU
Nomor 9 Tahun 2004).

Sehubungan dengan jenis peradilan diatas, Peradilan
Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya. Peradilan
ini adalah peradilan yang diselenggarakan berkaitan dengan
sengketa perdata maupun perkara pidana. Peradilan ini
dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.'?
Sedangkan Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata
Usaha Negara disebut sebagai badan-badan peradilan khusus,
yang mana badan peradilan tersebut mengadili perkara tertentu
atau mengenai golongan rakyat tertentu. Pengadilan Agama
berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara
tingkat pertama orang-orang yang beragama islam, dalam
bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat,
Infaq, Shadagah dan Ekonomi Syariah.”* Hukum Perdata,
menurut prof. Subekti (1970), Hukum Perdata dalam arti luas
meliputi semua hukum perdata baik dalam arti Hukum Perdata
Materiil (segala hukum yang mengatur Kkepentingan-

12 Teguh Prasetyo, Pengantar Hukum Indonesia (Depok: Rajawali Pers,
2021),89-91.

13 Zainal Asikin, Pengantar Tata Huukum Indonesia (Depok: Rajawali Pers,
2019),247.
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kepentingan perseorangan). Secara umum hukum perdata
diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan
perseorangan (privat interest) serta menagtur hak dan kewajiban
perseorangan dalan hubungan antara subjek subjek hukum (baik
antara manusia pribadi ataupun dengan badan hukum perdata
atau badan hukum).** Sengketa yang timbul berbagai macam
ragamnya, ada sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan
perjanjian (breach of contract), perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad), sengketa kekayaan intelektual (property
right), sengketa kepailitan, sengketa perceraian, sengketa
penyalahgunaan wewenang oleh Penguasa, dan lain sebagainya.
Semua perkara atau sengketa tidak dapat di monopoli oleh satu
pengadilan. Namun terdapat pembagian kewenangan, Salah satu
faktor pembagian yurisdiksi pengadilan adalah berdasarkan
lingkungan pengadilan, dengan jelasnya lingkungan pengadilan
tersebut akan melahirkan kekuasaan mengadili  atau
kewenangan absolut masing-masing lingkungan pengadilan
yang disebut sebagai atribusi Kekuasaan Kehakiman (attributive
competentie, attributive jurisdiction).*

Peradilan Umum, adapun dasar hukum lahirnya adalah
Undang-Undang No. 2 tahun 1986 yang kemudian diubah oleh
UU No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum . Kemudian UU
No. 8 tahun 2004, diubah menjadi UU No. 49 Tahun 2009
tentang Peradilan Umum. Peradilan Umum adalah salah satu
bentuk Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pada umumnya.
Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum
dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat
pertama dan Pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat
banding, kemudian puncaknya pada Mahkamah Agung sebagai
pengadilan yang tertinggi atau sebagai pengadilan tingkat

¥ Teguh Prasetyo, Pengantar Hukum Indonesia (Depok: Rajawali Pers,
2021),58.

> Hairul Maksum, “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum
Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan
Negara Atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2019)”, Juridica, Volume 2, Nomer 1, November 2020, 9.
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kasasi. Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan pasal 50
dan pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ,
hanya berwenang mengadili perkara Pidana (pidana umum dan
pidana khusus, mengadili perkara perdata (Perdata Umum dan
Perdata Niaga).'®

Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-
Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana diubah dengan UndangUndang nomor 9
tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal
47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan
di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus
menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal
dengan kompetensi atau kewenangan mengadili.'” Kompetensi
absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha
Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi
atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa
Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun
1986 UU No. 9 Tahun 2004.

F. Penelitian Yang Relevan
Penyusunan Penelitian ini penulis mencari beberapa referensi
dari buku serta karya tulis ilmiah lain berupa jurnal dan skripsi
dengan maksud memperoleh informasi terkait teori yang ada
kaitannya dengan judul peneliti. Serta mencari informasi dari hasil
penelitian sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan
acuan dalam menyusun penelitian ini. Adapun beberapa penelitian

¢ Hairul Maksum, “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum
Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan
Negara Atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2019)”, Juridica, Volume 2, Nomer 1, November 2020, 14.

' Yodi Martono Wahyunadi, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara
Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,
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terdahulu yang sesuai dengan

diantaranya:

tema yang di angkat penulis

No| Penelitian Hasil Perbedaan | Persamaan
Penelitian
1 |Jurnal oleh | Hasil Penelitian ini Persamaan
Ni Kadek | penelitian | terfokus akan penelitian
Ayu Sri | menunjuk | menjabarkan tersebut
Undari, I | kan bahwa | ketentuan dengan
Gusti  Ayu | secara penundaan penelitian
Ketut Intan | yuridis, pemilu yang ini, sama-
Pradnyawati, | kewenang | didasarkan pada | sama
yang an perspektif mengkaji
berjudul penetapan | konstitusi dan mengenai
“Diskursus penundaan | peraturan kewenangan
Kompetensi | pemilu perundang Pengadilan
Pengadilan berada undangan Negeri
Negeri dalam | pada derivatif dalam
Memutus Komisi lainnya, serta memutus
Penundaan Pemilihan | lebih lanjut sengketa
Pemilu: Umum dielaborasi pemilu.
Studi (KPU) dalam konteks
Putusan atau Penundaan
Nomor Presiden Pemilu 2024
757/Pdt.G/20 | dengan sebagai
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22/PN
Jkt.Pst”. *°

dasar
pertimban
gan berupa
adanya
kerusuhan;
gangguan
keamanan;
bencana
alam;
gangguan
lainnya
atau
terjadinya
situasi
bahaya.
Keseluruh
an
indikator
tersebut
tidaklah
terpenuhi
dalam
konteks

Putusan

implikasi
dikeluarkannya
Putusan
Pengadilan
Negeri Jakarta
Pusat Nomor
757/Pdt.G/2022/
PN Jkt.Pst, serta
kewenangan PN
dalam memutus
perkara tersebut.
Sedangkan
dalam penelitian
peneliti
berfokus
membahas
terkait
pertimbangan
hakim PN
Jakarta Pusat
dalam memutus
putusan dalam
putusannya

nomor:

18 Ni Kadek Ayu Sri Undari, | Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati, “Diskursus

Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Memutus Penundaan Pemilu: Studi Putusan
Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst”, Jurnal Kertha Patrika, VVol. 45, No. 1 April 2023,

1-18.
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yang
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menetapka
n
penundaan
pemilu.
Kendatipu
n
demikian,
asas res
judicata

pro

757/PDT.G/202
2/PN Jkt.Pst.
serta akibat
hukum yang
ditimbulkan dari
dikeluarkannya
putusan

tersebut.
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akan
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yang
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an agenda
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pemilu di
kemudian
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Jurnal oleh

Mohammad
Mahmudi,

yang
berjudul

Hasil
Penelitian
ini
menyataka

n bahwa

Dalam
penelitian
tersebut
membahas

mengenai,

Persamaan
penelitian
tersebut
dengan

penelitian
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“Kewenanga | Pengadila | kewenangan ini, sama-
n Pengadilan | n Negeri pengadilan sama
Negeri Jakarta Jakarta Pusat mengkaji
Memutus Pusat yang | dalam mengenai
Sengketa telah mengadili putusan

Antara Partai | mengeluar | perkara pemilu | nomor:
Politik Dan | kan yaitu putusan 757/PDT.G/
Komisi putusan nomor 2022/PN
Pemilihan terutama | 757/PDT.G/202 | Jkt.Pst. oleh
Umum”.*® | petitum ke | 2/PN Jkt.Pst. Pengadilan

5 putusan | Sedangkan Jakarta
tersebut penelitian Pusat.
tentang peneliti

penundaan | membahas

tahapan terkait

pemilu pertimbangan
adalah hakim pn

suatu Jakarta Pusat
bentuk dalam memutus

pelanggara | putusan dalam

n terhadap | putusannya

Undang- nomor:
Undang 757/PDT.G/202
Dasar 2/PN Jkt.Pst.

¥ Mohammad Mahmudi, “Kewenangan Pengadilan Negeri Memutus Sengketa
Antara Partai Politik Dan Komisi Pemilihan Umum”, Hunila : Jurnal Ilmu Hukum
Dan Integrasi Peradilan, Volume 1, Nomor 2, Juni 2023, 77-88.



1945 dan

serta akibat

tidak hukum yang

dibenarka | ditimbulkan dari

n. dikeluarkannya

putusan
tersebut.

Skripsi yang | Hasil Dalam Persamaan
disusun oleh | Penelitian | penelitian penelitian
Ilham menunjuk | tersebut tersebut
Rahmatjati, | an bahwa | membahas dengan
yang Putusan mengenai, penelitian
berjudul Pengadila | Pertimbangan ini, sama-
analisis n Negeri hakim dan sama
putusan Jakarta Implikasi mengkaji
Pengadilan Pusat, Perspektif mengenai
Negeri hakim Hukum Tata putusan
terkait menilai Negara terkait nomor:
penundaan memiliki Putusan PN 757/PDT.G/
pemilihan keweanan | Jakarta Pusat. 2022/PN
umum tahun | gan untuk Berbeda dengan JKkt.Pst. oleh
2024 mengadili penelitian Pengadilan
perspektif perkara Penelitityany Jakarta
hukum tata tersebut, - A Pusat.
negara " Penelitian lebih
(studi putusa | meneaah K
n Pengadilan | ketentuan

Kewenaangan
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Negeri
Jakarta Pusat
nomor :
757/pdt.g/20

22/pn.jkt.pst.
20

pasal 141
PKPU
nomor 4
Tahun
2022,
hakim
mengangg
ap perkara
ini sebagai
Perbuatan
Melawan
Hukum.
Hasil
penelitian
ini
menyataka
n bahwa
Putusan
Pengadila
n Negeri
Jakarta
Pusat

menurut

Absolut terkait
Penyelesaian
sengketa
Perkara Nomor
757/Pdt.G/2022/
PN.Jkt.Pst. dan
Penundaan
Pemilu dan
Akibat Hukum
terlahirnya
Putusan

tersebut.

% Jlham Rahmatjati, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terkait Penundaan
Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Hukum Tata Negara (Studi putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
Hukum Tata Negara Universitas islam Negeri prof.

Purwokerto 2024. 1-137.

K.H.

757/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Pst, Skripsi S1
Saifuddin zuhri
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Hukum
Tatanegar
a tidak
dapat
dijalankan
karena
tidak
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kompetens
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Pengadila
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dalam
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Tata
Negara
Penundaan
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hanya bisa
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n
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konvensi

ketatanega

raan,

dekrit

presiden,

dan

melalui

Perppu.
Jurnal yang | Hasil Dalam Persamaan
disusun oleh | penelitian | penelitian penelitian
Muhammad | menjelask | tersebut tersebut
Arifadi an bahwa | membahas dengan
Nugrohol, Ketepatan | mengenai, penelitian
Rizky pengadilan | bentuk ini, sama-
Ramadhan negeri Perbuatan sama
Baried, yang | dalam Melawan mengkaji
berjudul mengadili | Hukum apa mengenai
“Ketepatan gugatan yang dilakukan | putusan
Penerapan perbuatan | oleh Komisi nomor:
Kompetensi | melawan | Pemilihan 757/PDT.G/
Absolut hukum Umum dalam 2022/PN
terhadap penguasa | Putusan Perkara | Jkt.Pst. oleh
Gugatan tidak tepat | Nomor: Pengadilan
Perbuatan karena 757/Pdt.G/2022/ | Jakarta
Melawan dalam PN.Jkt.Pst. dan | Pusat.
Hukum ajaran menganalisis
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Penguasa norma ketepatan
Oleh Komisi | hukum Pengadilan
Pemilihan teori Negeri Jakarta
Umum Kompeten | Pusat dalam
(Kajian si Absolut | menyelesaikan
Putusan yang Perkara
Pengadilan berhak tersebut.
Negeri dili .
egert mengadti Terdapat sedikit
Nomor : adalah
kesamaan
757/Pdt.G/20 | PTUN
terhadap
22/Pn Jkt bukan PN. .
penelitian
Pst)”?! Bentuk o
peneliti yaitu
r n :
perbuata terkait
melawan
Kewenangan
hifug Absolut dari PN
penguasa Jakrat Pusat
KPU
dalam
adalah -
mengadili
Tindakan
perkara tersebut
KPU .
akan tetapi
dalarg Penelitian
mengelol
engelola Peneliti juga
Y membahas lebih
SIPOL

2l Muhammad Arifadi Nugrohol, Rizky Ramadhan Baried, ““Ketepatan
Penerapan Kompetensi Absolut Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Penguasa Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Nomor :
757/Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst)”, Prosiding Nasional Hukum Aktual, 154.
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serta tidak | kompleks lagi

melaksana | yaitu terkait

kan kewenangan

sepenuhny | penundaan

a putusan | pemilu yang

dari menjadi salah

BAWASL | satu poin

U putusan didalam

merugikan | perkara tersebut.

Partai

Prima.
Jurnal Hasil Dalam Persamaan
disusun oleh | penelitian | penelitian penelitian
fikri  hadi, | ini tersebut tersebut
suwarno menunjuk | membahas dengan
abadi, farina | kan bahwa | mengenai, penelitian
gandryani, Pengadila | analisis Putusan | ini,  sama-
yang nJakarta | Pengadilan sama
berjudul Pusat Negeri Jakarta | mengkaji
“tinjauan dalam Pusat ~ Nomor | mengenali
yuridis memutus | 757/Pdt.G/2022/ | putusan
penundaan perkara PN Jkt.Pst dari | nomor:
pemilihan tersebut sudut pandang | 757/PDT.G/
umum melanggar | Hukum Tata | 2022/PN
melalui kompetens | Negara Jkt.Pst. oleh
putusan i absolut Khususnya Pengadilan
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Pengadilan yang Hukum Pemilu | Jakarta
Negeri seharusny | di Indonesia. Pusat.
(analisis amenjadi | Berbeda dengan
putusan  pn | wewenang | Penelitian
Jakarta Pusat | Badan peneliti  bahwa
nomor757/pd | Pengawas | penelitian
t.0/2022/pn | Pemilu peneliti
jkt.pst)”? serta menganalisis
Peradilan | dari sudut
Tata pandang
Usaha konstitusi yaitu
Negara. peraturan yang
Selain mengatur terkait
itu, kewenangan
putusan Pengadilan
tersebut Negeri  dalam
melanggar | lingkup
Konstitusi | penyelesaian
yang perkara dan
mengaman | Penundaan
atkan Pemilu serta
Pemilu lebih tajam lagi
diselengga | membahas
rakan akibat  hukum

2 Fikri Hadi, Suwarno Abadi, Farina Gandryani, ““Tinjauan Yuridis
Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan
Pn Jakarta Pusat Nomor757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst)”, Wijaya Putra Law Review , Vol.
2 No. 1, April 2023, 77.
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cacat
secara
hukum
dan harus
dikatakan
batal demi
hukum.
Oleh
sebab itu,
langkah
tepat bila
Komisi
Pemilihan
Umum
mengajuka
n banding
atas
putusan

tersebut.

Penelitian  peneliti  ini  berfokus membahas terkait
Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baik dari segi teori
dan Peraturan Perundang-Undangan dalam memutus perkara
nomor: 757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst. serta akibat hukum yang
ditimbulkan dari putusan tersebut yang salah satunya membahas
mengenai akibat penundaan pemilu yang mana hal tersebut
menjadi salah satu bunyi amar putusan yang dikeluarkan oleh PN
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Jakarta Pusat. Penelitian ini tidak hanya meneliti dari segi
Peraturan Perundang-Undangan berlaku saja namun menganalisis
akibat atau dampak dari dikeluarkannya putusan tersebut di
masyarakat hal ini sangat penting sebagai acuan keberlangsungan
lembaga negara dalam mengemban tugas dan tanggungjawab
dengan baik dan tidak menimbulkan dampak buruk kepada
masyarakat.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum suatu proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum
guna menjawab isu hukum yang dihadapi.?® Jenis penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal.**
Penelitian doktrinal yaitu penelitian yang memberikan
penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori
hukum tertentu.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian, dimana dimaksudkan untuk
mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang
sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini, daintaranya:

a. Pendekatan Peraturan Perundang Undangan yaitu penelitian
yang mengutamakan bahan hukum yang berupa Peraturan
Perundang-Undangan sebagai bahan acuan dasar dalam
melakukan penelitian. Sebagaimana dinilai dalam hal
penelitian ini terdapat pelampauan atau ketidaksesuaian
praktek atau pelaksanaan keweanngan hakim dalam Putusan
PN Jakarta Pusat Nomor: 757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst.

b. Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan yang memberikan
sudut pandangn analisis penyelesaian permasalah dalam

2% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2007), 35.
2 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Pt. Rajagrafindo
Persada, 2008), 118.



penelitian ~ hukum  dilihat  dari  konsep  hukum
melatarbelakangi atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai
yang terkandung dalam penormaan sebuat peraturan
kaitannya dengan konsep yang digunakan. Seperti yang
dijelaskan sebelumnya Pendekatan ini tidak hanya
berlandaskan pada aturan hukum yang tertulis, tetapi juga
pada pemikiran dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam
ilmu hukum. Dalam hal Penelitian ini selain Peraturan
Perundang-Undangan terkait Pemilihan Umum dan
Kekuasaan ~ Kehakiman, juga menggunakan teori
kewenangan, teori Yurisdiksi Pengadilan sebagai Pisau
Analisis untuk membantu Peneliti membantu menjawab
Rumusan Masalah dalam Penelitian ini.

c. Pendekatan Kasus (case approach), yang mana pendekatan
kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan
dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap,
Adapun yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah
Kewenangan Pengadilan Negeri Jakrta Pusat dalam memutus
sengketa Pemilu antara Partai Prima dengan Komisi
Pemilihan Umum.”

3. Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang bersifat
autoritatif yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas yang
terdiri dari peraturan perundang undangan dan putusan-
putusan hakim. dalam penelitian ini bahan hukum primer
yang digunakan terdiri dari:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2007), 119.
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3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum
4) Putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu yang
dihadapi yaitu keputusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor: 757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum
yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan metupaka
dokumen-dokumen resmi. Yang meliputi buku, kamus,
jurnal yang berkaitan dengan hukum dan komentar atas
putusan pengadilan. Yang mana berfungsi sebagai pedoman
peneliti ke arah mana penelitian akan melangkah.”® Dalam
penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari, buku,
kajian pustaka, jurnal ilmiah, dan referensi-referensi hukum
yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data berupa penelusuran atau observasi
bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang
dihadapi.?” Dalam penelitian ini berarti mengumpulkan putusan-
putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum dan yang
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan putusan
pengadilan yang berkaitan dengan sengketa pemilihan umum,
baik putusan pengadilan umum (pengadilan negeri), pengadilan
tata usaha negara dan putusan mahkamah agung serta Peraturan
Perundang-Undangan tentang hukum yang hendak dipecahkan.

. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini,
yaitu analisis data penelitian kualitatif, yang mana
menggunakan Analisis Deskriptif, yaitu metode analisis data
dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan yang
sebenarnya, kemudian di sususn, diolah dan dianalisis untuk

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2007), 141-
155.

%" peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2007), 194-
196.
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dapat memberikan gambaran menegnaia permasalah yang ada,
yang mana meliputi reduksi data yaitu upaya menyimpulkan
data, kemudian memilah-milah data dalam satuan kosep
tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu dari data yang
muncul.?®
6. Teknik Penyampaian Bahan Hukum

Display data, yaitu penyajian data ketika sekumpulan
informasi telah disusun dan kemudian dapat segera di tarik
kesimpulan, data yang telah ada disimpulkan dan diverifikasi,
yangmana kemudian informasi didalamnya siap untuk
disampaikan kepada pembaca.’® Dalam hal ini peneliti
menggunakan teknik penyampaian data Deduktif yaitu teknik
menggunakan aturan yang sudah ada untuk mencapai
kesimpulan yang spesifik atau konkret.

H. Sistematika Penelitian
Sitematika tulisan ini dibagi menjadi lima bab, yang setiap
babnya terdapat sub-sub bagian dengan tujuan pembahasan
penelitian ini dapat tersusun secara sistematis.

BAB | Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
penelitian terdahulu yang relevan, kajian teoretik, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il membahas mengenai teori dan konsep yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu mengenai landasan teori
Kekuasaan Kehakiman dan teori sengketa pemilihan umum.

BAB Il1 berisi uraian hasil penelitian terkait Kewenangan Hakim
PN Jakarta Pusat dalam Putusan Perkara Nomor:
757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst.

8 Ahmad Rijali, “Analisi Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah Vol 17 No. 33
Januari —Juni 2018, 83.

2 Ahmad Rijali, “Analisi Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah Vol 17 No. 33
Januari —Juni 2018, 83.
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BAB 1V berisi uraian hasil penelitian terkait Akibat Hukum dari
Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor:
757/PDT.G/2022/PN Jkt.Pst.

BAB V Penutup yang berisi mengenai kesimpulan hasil analisis
penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan
berisi mengenai saran yang akan disampaikan.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Putusan Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat nomor:
757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst, yang mengabulkan gugatan Partai
Prima menuai  kontroversi karena dianggap  melebihi
kewenangannya terkait penundaan pemilu. Banyak pihak menilai
hal tersebut adalah tindakan inkonstitusional. Adapun hasil dari
penelitian ini menilai Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
olen Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor
757/Pdt.G/2022/PN  Jkt.Pst. merupakan tindakan melampaui
kewenangan Absolut dari Pengadilan Negeri dimana berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Undang-Undang
Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dimana sudah jelas
diatur bahwa yang menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan
Negeri meliputi penyelesaian perkara Pidana dan Perdata dan
Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 467
dimana kewenangan sengketa Proses Penyelenggaraan Pemilu
merupakan Keweanangan Bawaslu dan Peradilan Tatausaha
Negara. kemudian terkait Kewenangan dalam Penundaan
Pemilihan Umum merupakan Kewenanangan Absolut dari
Lembaga Komisis Pemilihan Umum ini diatur dalam Undang-
Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 pasal 431.
Sehingga dapat simpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jakrta Pusat
secara Yuridis tidak Memiliki Kewenangan terhadap penyelesaian
sengketa antara Pemilihan Umum dan Partai Prima dan tidak juga
memiliki Keweanangan untuk memutuskan dan memerintahkan
Penundaan Pemilihan Umum sebagaimana Putusan Nomor:
757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst.

Akibat hukum dari putusan dikeluarkannya Putusan PN
Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst, terdapat
ketidakpastian hukum, Ketidakadilan, Ketidakmanafaatan, dan
ketidaktepatan. Ketidakpastian Hukum terkait kewenangan
Absolut dalam mengadili perkara sengketa KPU dan Partai Prima.

90
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Ketidakadilan yang membawa kerugian pada beberapa pihak yaitu
Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik yang lain, dan masyarakat.
Ketidakmanfaatan produk hukum karena putusan tersebut dapat
membawa ketidakpuasan publik karena putusan dikeluarkan tanpa
alasan yang kuat, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap
demokrasi dan pasti akan menimbulkan pro dan kontra yang
berlarut-larut ini sangat tidak baik untuk kelangsungan proses
hukum dan demokrasi di indonesia. Ketidaktepatan putusan hakim
yang tidak memenuhi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan
menimbulkan timbulnya keraguan dan ketidakpastian pada putusan
nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. yangmana idealnya suatu
produk hukum pengadilan ialah produk hukum yang menciptakan
kepastian hukum, keadilan, kemanfaatm yang mana nantinya
terciptanya ketepatan produk hukum.

SARAN

Sebagai bagian dari penelitian hukum, berdasarkan kajian
yang telah dibentangkan dalam bab-bab sebelumnya serta
kesimpulan di atas, dengan tujuan untuk kebaikan dan kemajuan
bersama, maka disarankan hal-hal sebagai berikut: Terkait hukum
materiil yang memuat ketentuan prinsip pertimbangan hakim, perlu
diperbaiki, diperinci bahkan dipertegas agar kedepannya terdapat
proses penegakan hukum yang menciptakan keadilan yang sesuai
untuk semua pihak yang terlibat dan berkepastian hukum.Terkait
hukum formil yang menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan
pemilu perlu diatur lebih rinci agar hal-hal terkait ketidakadilan
dan ketidakpastian hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu
tidak terulang lagi. Terkait hukum formil yang menjadi acuan
kewenangan lembaga negara perlu dipertegas dalam penjelasan
dan pelaksanaanya agar tidak ada lagi saling tabrak antar lembaga
agar kedepannya terdapat ketertiban, saling dukung antar lembaga
dan yang utama tidak menimbulkan kerancuan produk hukum.
Terhadap Pengadilan Negeri kedepannya lebih bijaksana lagi
dalam menerima, menganalisis perkara yang sesuai dengan
kewenangannya baik kewenangan absolut ataupun kewenangan
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relatif agar Tercipta putusan pengadilan yang berkeadilan
substantif, berkemanfaatan dan berkepastian hukum sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga tidak mencederai
konstitusi dan menimbulkan akibat hukum dan menimbulkan
kebingungan dan ketidakpastian.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, kedepannya lebih
mempersiapakan penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan lebih
baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada.
Adapun sarana pelengkap untuk dijadikan sarana pendukung untuk
membantu proses pemilihan umum tidak sebagai acuan. Seperti
halnya SIPOL harus dipertegas lagi kegunaanya, sehingga lebih
bijaksana untuk tidak menjadikannya sebagai alat penentu
kelulusan suatu calon peserta pemilu akan tetapi ada kualifikasi
yang jelas terhadap kelulusan peserta pemilu. Hal ini diharapkan
agar terdapat unsur keadilan terhadap semua pihak.

Limitasi

Peneliti menyadari dalam suatu penelitian memiliki banyak
keterbatasan, salah satu faktor yang menjadi kendala dalam
penelitian ini adalah peneliti membutuhkan banyak waktu lebih
untuk memahami dan menganalisi keseluruhan putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst yang
merupakan objek penelitian. keterbatasan akses perolehan data
yangmana hanya dari internet, putusan, dan buku tidak bisa
melakukan observasi ataupun wawancara langsung terhadap
isntansi atau pihak yang bersangkutan sehingga sedikit
menyulitkan peneliti dalam memilih dan memilah informasi yang
akurat. Penggunaan teori dalam penelitian yang tergolong masih
sangat minim dikarenakan sedikitnya pengetahuan dan penguasaan
terhadap teori2 yang berkaitan.

Dalam hal penulisan penelitian ini, pnulis sadar dan pasti
masih terdapat banyak kekurangan atau kekeliriuan, sehingga
dengan ini penulis memohon kepada pembaca dan para akademisi
untuk lebih bijak dan teliti lagi dalam membaca hasil penelitian ini
agar informasi yang di dapat sesuai dan tidak menimbulkan salah
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pemahaman atau kebingungan informasi, dan mohon untuk saran
ataupun kritik membangun untuk penelitian ini agar penelitian ini
dapat berkembang dan menemukan ide-ide yang lebih relevan.
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